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Abstract 

This study aims to empirically examine the effect of Environmental, Social, and Governance and 

independent commissioners on tax avoidance in state-owned enterprises listed on the Indonesia Stock 

Exchange in 2021-2023. The research population  includes all 34 State-Owned listed on the IDX during 

the 2021-2023 period, with a sample of 19 companies studied over 3 years, resulting in a total of 57 

samples. The sampel in this study used purposive sampling. The data analysis method used in this study 

was quantitative analysis  using SPSS version 25 data processing software. The results of this study 

indicate that ESG variables do not affect tax avoidance while independent commissioners variabels do 

affect tax avoidance. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh Environmental, Social, and Governance 

dan komisaris independen terhadap penghindaran pajak pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2021-2023. Populasi penelitian ini mencakup seluruh perusahaan BUMN yang 

terdaftar di BEI periode 2021-2023 sebanyak 34 perusahaan dan dengan sampel sebanyak 19 perusahaan 

yang diteliti selama 3 tahun sehingga, jumlah sampel yang diteliti adalah sebanyak 57 sampel. Sampel 

pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Metode analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan software pengolah data SPSS versi 25. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ESG tidak berpengaruh terhdap penghindaran pajak dan 

sedangkan variabel komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 

  

Kata kunci : ESG, Komisaris Independen, Penghindaran Pajak 

 

PENDAHULUAN 

Pajak merupakan komponen penting dalam pembangunan indonesia dan pajak juga 

merupakan salah satu sumber utama untuk pendapatan Indonesia (Sirait et al., 2020). Merujuk 

pada informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 yang 
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dipublikasikaan oleh Kementrian Keuangan, penerimaan pajak memberikan kontribusi sebesaar 

Rp 2.309,9 triliun atau berkisar sebesar 82,43% dari keseluruhan total pendapatan negara 

(Faradina, 2024).  

Dalam akuntansi, pajak diakui sebagai beban dikarenakan sifatnya yang mengikat dan 

juga karena merupakan iuran wajib kepada negara. Sebagai wajib pajak juga tidak menerima 

imbalannya secara langsung sehingga, timbul adanya perbedaan kepentingan antara negara dan 

wajib pajak atau perusahaan. Karena hal inilah, wajib pajak mencari celah untuk mengurangi 

jumlah pajak yang dibayarkan (Aini dan Ikram, 2025).  

Menurut (Fajarani, 2021), kegiatan penghindaran pajak di Indonesia sangat 

memungkinkan untuk dilakukan, karena sistem perpajakan yang dianut ialah self assessment. 

Sistem pembayaran pajak menurut self assessment adalah dengan memberikan kewenangan 

kepada setiap wajib pajak untuk dapat melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan atas 

pajak terutang. 

Kontribusi penerimaan pajak terhadap negara cukup besar namun, upaya pemerintah 

dalam mengoptimalkan penerimaan pajak sering kali harus berhadapan dengan permasalahan 

penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, termasuk Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN). Terkait perusahaan BUMN, penghindaran pajak menjadi isu yang menarik untuk 

diteliti. Asturbewa dan Oktavia (2023), mengungkapkan bahwa, mengingat perusahaan BUMN 

merupakan perusahaan milik negara sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan 

BUMN dapat terhindar dari praktik penghindaran pajak. 

Salah satu kasus yang melibati perusahaan BUMN ialah sengketa pajak yang dialami 

oleh PT Gas Negara Tbk (PGN), anak perusahaan pertamina. Dari kasus yang dilakukan oleh 

PGN tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan penafsiran atas distribusi gas bumi 

yang terjadi pada tahun 2019. Sehingga kasus ini tergolong sebagai sengketa perbedaan 

penafsiran aturan perpajakan. Meskipun tindakan mereka dianggap sebagai strategi legal dalam 

meminimalkan pajak, namun kasus ini menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat terhadap 

integritas fiskal BUMN dan kepatuhannya terhadap perpajakan. Sehingga menunjukkan bahwa, 

BUMN juga terindikasi melakukan praktik penghindaran pajak yang mungkin dalam jangka 
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panjang akan dapat menimbulkan risiko reputasi dan ketidakpercayaan dari masyarakat.  

Indikasi penghindaran pajak dapat di ukur melalui tingkat Effective Tax Rate (ETR), 

yaitu rasio antara beban pajak yang dilaporkan dengan laba akuntansi sebelum pajak. ETR yang 

jauh lebih rendah dari tarif pajak normal yang berlaku, dapat menjadi indikasi adanya praktik 

kegiatan penghindaran pajak. Tarif pajak normal ditetapkan sebesar 22% sejak tahun 2020. 

Berdasarkan data ETR pada tahun 2023 dari beberapa perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI 

menunjukkan adanya tingkat ETR yang rendah dari tarif pajak normal, berikut ini adalah 

lampirannya. 

Tabel 1.  

Effective Tax Rate pada Perusahaan BUMN Tahun 2023  
Nama Perusahaan ETR Persentase ETR 

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk 0,2105 21,0% 

PT Jasa Marga (Persero) Tbk 0,1485 14,8% 

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) 0,1291 12,9% 

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 0,2007 20,1% 

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 0,1959 19,6% 

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 0,1768 17,7% 

 

 Terdapat adanya ketidakwajaran pada tingkat ETR perusahaan terhadap tarif pajak 

normal. Beberapa perusahaan BUMN memilikit tingkat persentase ETR berada dibawah tarif 

pajak normal. Nilai-nilai yang jauh di bawah tarif pajak normal mengindikasikan adanya potensi 

praktik penghindaran pajak yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Meskipun penghindaran pajak 

tidak melanggar hukum secara langsung, praktik kegiatan ini dapat berdampak negatif terhadap 

penerimaan negara. Selain itu, juga dapat mencerminkan rendahnya komitmen perusahaan 

terhadap prinsip tanggung jawab sosial dan good corporate governance. Dan ironisnya, indikasi 

praktik penghindaran pajak ini juga mulai tampak di kalangan perusahaan BUMN yang 

seharusnya menjadi teladan dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. 

Hal inilah yang menimbulkan pertanyaan terkait faktor yang memengaruhi tingkat 

penghindaran pajak pada perusahaan BUMN. Melihat pentingnya peran BUMN sebagai 

perusahaan yang memiliki fungsi strategis bagi negara, salah satunya adalah kontribusi dalam 

perpajakan, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana praktik 

penghindaran pajak yang terjadi di perusahaan BUMN serta faktor-faktor yang dapat 
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memengaruhinya.  

Faktor pertama yang menjadi pemicu adanya praktik penghindaran pajak disebabkan 

oleh Environmental, Social, and Governance (ESG). ESG merupakan istilah umum yang 

digunakan oleh investor untuk menilai aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan tanggung 

jawab lingkungan, sosial, dan tata kelola. Salah satu konsep investasi ESG adalah integrasi ESG. 

Menurut PBB, integrasi ESG didefinisikan sebagai “sebagai penyertaan secara eksplisit dan 

sistematis terkait isu-isu ESG dalam analisis dan keputusan investasi”. Dengan kata lain ialah, 

penerapan faktor ESG pada analisis fundamental tradisional dalam konteks manajemen 

investasi (Kim dan Li, 2021). 

Faktor kedua adalah komisaris independen yang diduga sebagai penyebab postensial 

penghindaran pajak, memiliki peran penting untuk mempertimbangkan kerangka kerja yang 

lebih luas dari tata kelila perusahaan dan peraturan perpajakan. Beberapa ahli juga berpendapat, 

komisaris independen dapat berfokus untuk mengabaikan faktor-faktor penting lainnya yang 

berkontribusi terhadap penghindaran pajak, seperti undang-undang perpajakan, perencanaan 

pajak internasional, dan strategi pajak agresif yang digunakan oleh perusahaan multinasional 

(Michael dan Widjaja, 2024).  

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan dan Wadi (2024), menyatakan bahwa 

ESG tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini terkait penghindaran pajak 

dengan faktor pemicunya ialah, ESG, intensitas persediaan, dan kepemilikan manajerial. 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di BEI dalam Indeks Kompas 100 

dengan periode 2018-2022. Sedangkan, pada penelitian yang dilakukan oleh Yoon et al., (2021), 

menyatakan bahwa ESG berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini berfokus pada 

kinerja ESG yang dilakukan pada perusahaan di Korea dengan melihat perbedaan antara 

perusahaan milik chaebol (konglomerat Korea) dan non-chaebol di tahun 2011-2017. 

Kemudian penelitian terkait komisaris independen dilakukan oleh Yoshida (2022), 

menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian 

ini menjadikan manajemen laba, leverage, dan komisaris independen sebagai faktor yang 

terindikasi terhadap penghindaran pajak. Dan penelitian ini dilakukan pada perusahaan industri 
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barang konsumsi yang terdaftar di BEI pada periode 2017-2019. Dan penelitian yang dilakukan 

oleh Hanifia dan Lastanti (2025) menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh 

terhadap penghindaran pajak. Pada penelitian ini faktor yang memicu timbulnya pengaruh 

terhadap penghindaran pajak ada 3 yaitu, ESG performance, financial distress, dan good 

corporate governance. Dan penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor non-cylical yang 

terdaftar di BEI dengan periode 2021-2023.  

Masih terdapat beberapa perbedaan hasil penelitian sebelumnya, mendorong peneliti 

untuk menginvestigasi pengaruh ESG dan komisaris independen terhadap penghindaran pajak. 

Dan penelitian ini penting dalam menguji tinggi atau rendah tingkat skor ESG serta proporsi 

komisaris independen terhadap penghindaran pajak, sehingga perusahaan dapat 

mempertimbangkan penerapan ESG dan penguatan dewan komisaris independen sebagai 

pengawas fiskal. 

 

LITERATUR REVIEW DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS  

Teori Keagenan 

Teori keagenan diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling tahun 1976. Hubungan 

keagenan merupakan suatu kontrak antara agent (manajer) dan principal (investor). Agency cost 

muncul karena terdapat konflik kepentingan antar agen dan pemilik disebabkan agen mungkin 

bertindak tidak sesuai dengan kepentingan principal. Konflik yang terjadi yaitu, antara 

perusahaan sebagai wajib pajak yang menginginkan pengeluaran pajak serendah mungkin dan 

pemungut pajak berharap mendapatkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya (Fortuna dan 

Herawaty, 2022).  

Teori keagenan memiliki hal yang berhubungan dengan upaya manajerial untuk 

mengatasi kekurangan dalam perusahaan dan mempertahankan kinerja untuk menegakkan 

reputasi yang baik, sesuai dengan harapan prinsipal yang akan meningkatkan dan 

mengoptimalkan kekayaan pemegang saham. Sehubungan dengan konflik keagenan, manajer 

memiliki insentif untuk meminimalkan beban pajak dan meningkatkan laba bersih yang dapat 

mendorong terjadinya praktik penghindaran pajak (Hadzida dan Siregar, 2024). 



PROSIDING  
KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU 

https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/ 

 

230 

 

Prosiding Konferesi Riset Akuntansi Riau Vol 3. No.1 Tahun 2025 

Teori Legitimasi 

Teori legitimasi berfokus pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat yang 

berkaitan dengan norma dan nilai dalam masyarakat.  Berdasarkan teori legitimasi, tindaakan 

perusahaan harus bisa diterima oleh masyarakat serta pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan juga harus mendapat legitimasi dari masyarakat sekitar kegiatan operasional 

perusahaan. Hal ini dikarenakan legitimasi dapat membantu agar terhindar daari hal-hal yang 

tidak diinginkan dan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Dalam perspektif teori legitimasi, 

setiap aktivitas perusahaan akan dilaporkan secara sukarela jika manajemen beranggapan bahwa 

aktivitas tersebut termasuk dari harapan komunitas (Lelang Aya et al., 2022).  

Penghindaran Pajak  

Penghindaran pajak merupakan upaya yang legal untuk dilakukan oleh wajib pajak 

karena tidak bertentangan terhadap peraturan perpajakan dengan metode memanfaatkan 

kelemahan didalam undang-undang dan peraturan perpajakan guna memperkecil biaya pajak 

yang terutang (Barid dan Wulandari, 2021).  

Pajak yang merupakan salah satu dari pengurang laba menjadikannya sebagai faktor 

yang dapat merugikan menurut perusahaan, namun sebaliknya bagi negara, karena pajak 

menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar untuk negara. Maka dari itu, adanya perbedaan 

kepentingan inilah yang menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak dan 

akan berdampak pada perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak (Haztania dan Lestari, 

2023).  

Penghindaran pajak merupakan bagian dari tax planning yang dilakukan dengan tujuan 

yang sama yaitu, meminimalkan pembayaran pajak. Menurut hukum dan peraturan perpajakan, 

kegiatan ini tidak dilarang meskipun sering mendapat tanggapan yang tidak baik karena 

dianggap telah melakukan hal negatif. Oleh karena itu, persoalan penghindaran pajak termasuk 

isu yang unik dan rumit karena di satu sisi penghindaran pajak tidak melanggar hukum, tapi 

disisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan oleh pemerintah (Maysaroh dan Prasetyo, 2024). 

Pengaruh Environmental, Social, and Governance Terhadap Penghindaran Pajak 
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Praktik penghindaran pajak tidak hanya berdampak pada sumber pendapatan negara, 

tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip ESG (Krisna dan Juliarto, 2024). ESG  

merupakan seperangkat standar yang digunakan untuk menilai dampak lingkungan, sosial, 

dan tata kelola dari investasi perusahaan (Ramadhan dan Wadi, 2024). Dan menurut 

Anggraini dan Wahyudi (2022), perusahaan yang memperhatikan reputasinya akan membuat 

manajemen cenderung mempertahankan reputasinya atau meningkatkan reputasi mereka. 

Sehingga dapat dismpulkan bahwa adanya hubungan antara reputasi perusahaan dengan ESG 

terhadap pengaruh tax avoidance yaitu, perusahaan yang memiliki citra baik akan 

memperhatikan lingkungan, sosial dan tata kelola dengan baik. 

Integrasi antara strategi penghindaran pajak dengan kebijakan lingkungan, sosial, dan 

tata kelola (ESG) berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan. Dalam konteks 

ini, penerapan prinsip ESG menjadi krusial, disertai dengan peningkatan transparansi 

informasi perusahaan guna meminimalisasi konflik kepentingan antar pemangku kepentingan 

(Hoetama dan Carolina, 2025). 

Pada penelitian yang dilakukan Hanifia dan Lastanti (2025), bahwa hasil penelitian 

menunjukkan ESG berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, maka 

hipotesis adalah sebagai berikut. 

H1: Environmental, Social, and Governance berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak 

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak ada hubungan 

dengan bisnis perusahaan dan juga merupakan pihak eksternal yang tidak berstatus sebagai 

karyawan perusahaan (Hanifia dan Lastanti, 2025). Menurut dari Peratuan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau 

Perusahaan Publik, komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari 

pihak luar Emiten atau Perusahaan Publik yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku (Yoshida, 2022).  

Komisaris independen bertanggung jawab untuk menerapkan prinsip tata kelola 

perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) (Subratta, 2020). Agar kegiatan 
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operasional perusahaan dapat berlangsung secara optimal, diperlukan peran aktif dewan 

komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen (Wulansari dan Nugroho, 

2023).  

Posisi yang independen memiliki makna objektivitas dalam menjalankan fungsi 

pengawasan terhadap kebijakan dan operasional direksi. Sehingga, hasil penelitian menyatakan 

bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Yoshida, 2022). 

H2: Komisaris Independen Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak. 

Model penelitian dapat diilustrasikan pada Gambar 1. sebagai berikut.  

 

METODE PENELITIAN 

Populasi dan Sampel  

Populasi mencakup seluruh perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2021-2023. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling berdasarkan 

kriteria tertentu. Hasil akhir sampel menghasilkan 57 observasi dari 19 perusahaan BUMN 

dengan periode waktu selama tiga tahun.  

Adapun kriteria pemelihan pada sampel penelitian ini adalah:  
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Tabel 2. 

Kriteria Pemilihan Sampel 

No. Kriteria Jumlah 

1. Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 34 

2. Perusahaan yang tidak menggunakan satuan mata uang rupiah (3) 

3. Perusahaan yang mengalami kerugian selama periode penelitian (12) 

Jumlah Perusahaan yang Memenuhi Kriteria Penelitian 19 

Total Sampel (19 x 3 tahun) 57 

Sumber: Data diolah, 2025 

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Variabel dependen pada penelitian ini yaitu, penghindaran pajak yang merupakan 

tindakan atau kegiatan legal dengan memanfaatkan celah-celah (loopholes) pada perpajakan 

dengan tujuan meminimalisir pembayaran pajak (Dewi et al., 2023). Penghindaran pajak diukur 

dengan menggunakan ETR (Sari dan Kinasih, 2021). Jika nilai ETR semakin tinggi maka 

perusahaan dinilai telah mematuhi peraturan perjakan dan sebaliknya jika nilai ETR rendah 

maka perusahaan terindikasi melakukan praktik penghindaran pajak (Pramudya et al., 2021). 

Variabel independen ESG didefinisikan sebagai seperangkaat standar dalam menilai 

dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (Ramadhan dan Wadi). Pada variabel 

ESG pengukuran dilakukan dengan menggunakan skor ESG yang berdasarkan dari tingkat 

pengungkapan aspek Environmental, Social, and Governance dalam laporan keberlanjutan 

dengan berdasarkan standar Global Reporting Initiative (GRI Standards). Untuk item 

pengungkapan yang disajikan maka akan diberikan skor 1 dan skor 0 untuk item pengungkapan 

yang tidak disajikan (Krisna dan Juliarto, 2024).  

Variabel independen komisaris independen adalah anggota dewa komisaris yang tidak 

memiliki saham secara langsung maupun tidak langsung, tidak mempunyai hubungan dengan 

Perusahaan Efek, Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan atau pemegang saham 

pengendali, serta harus bebas dari hubungan yang bisa mempengaruhi untuk bertindak 

independen (Yoshida, 2022). Pada variabel ini, pengukuran menggunakan perhitungan dari 

jumlah komisaris independen terhadap jumlah keseluruhan dewan komisaris (Sari et al., 2021). 

Terdapat dua variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan yang menjelaskan bahwa ukuran 

perusahaan yang lebih besar mempunyai kemampuan dalam mengatur perpajakan 
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perusahaannya dengan lebih baik serta dalam menghindari pajak (Amalia dan Purwaningsih, 

2024). Pengukuran yang dilakukan ialah dengan menggunakan ln (logaritma naturan) dan total 

aset (Maysaroh dan Prasetyo, 2024). Dan pada variabel profitabilitas yang didefinisikan sebagai 

kelihaian perusahaan untuk mendapatkan untung atau laba yang berhubungan dengan total aset, 

penjualan maupun modal perusahaan tersebut (Sari dan Kinasih, 2021). Dengan menggunakan 

pengukuran berdasarkan ROA yang dihitung dari laba setelah pajak per total aset (Nurulita dan 

Yulianto, 2023).  

Tabel 3. 

Matriks Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 
Variabel Definisi Pengukuran Skala 

Penghindaran 

Pajak (Y) 

Suatu upaya dalam mengurangi pajak, 

namun tetap memenuhi  peraturan 

perpajakan seperti memanfaatkan 

pengurangan yang diperbolehkan 

sesuai peraturan perpajakan 

(Rahmawaty dan Astuti, 2023). 

ETR = 

Pembayaran Pajak 

Laba Sebelum pajak 

Rasio 

Environment-

al, Social, and 

Governance 

(X1) 

ESG ialah standar dalam pengukuran 

etika bisnis pada perusahaan terkait 

kegiatan sosial yang didorong oleh 

Corporate Social Responsibility (CSR), 

yaitu konsep manajemen dalam 

mengintegrasikan kepedulian sosial 

dan lingkungan atas operasional dan 

interaksi terhadap stakeholders (Krisna 

dan Juliarto, 2024). 

 

 

 

Skor ESG =  

∑ Xi 

n 

 

Skor 

Komisaris 

Independen 

(X2) 

Keterlibatan komisaris independen 

dalam diskusi dan proses pengambilan 

keputusan dapat memastikan bahwa 

strategi perencanaan pajak selaras 

dengan tujuan bisnis perusahaan secara 

keseluruhan tanpa melewati  batasan 

etika (Michael dan Widjaja, 2024). 

Komisaris Independen = 

Jumlah Komisaris 

Independen 

Jumlah seluruh Dewan 

Komisaris 

Rasio 

Ukuran 

Perusahaan 

(Variabel 

Kontrol) 

Ukuran perusahaan dapat 

menggambarkan kestabilan dan 

prospek baik yang dimiliki oleh 

perusahaan dengan berdasarkan jumlah 

aset yang dimiliki oleh perusahaan 

tersebut (Maysaroh dan Prasetyo, 

2024). 

Ukuran Perusahaan = 

ln (total aset) 
Rasio 
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Profitabilitas 

(Variabel 

Kontrol) 

Rasio yang menunjukkan kemampuan 

suatu perusahaan untuk mendapatkan 

suatu laba (keuntungan) pada suatu 

periode tertentu (Asturbewa dan 

Oktavia, 2023). 

ROA = 

Laba Setelah Pajak 

Total Aset 

Rasio 

 

Teknik Analisis Data  

Analisis data pada penelitian ini menggunakan software SPSS (Statistical Product and 

Service Solution) versi 25 yang dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif untuk 

memperoleh gambaran karakteristik data. Kemudian dilakukan uji asumsi klasik (uji normalitas, 

uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi) agar dapat memvalidasi 

kelayakan model regresi. Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi linear berganda agar dapat menganalisis besarnya hubungan dan pengaruh 

variabel independen (Suharyadi dan Purwanto, 2018) dengan persamaan regresi linear berikut. 

Y = α + β1ESG + β2KI + β3SIZE + β4ROA + e 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Analisis Statistik Deskriptif 

Tabel 4.  

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

ESG 57 0.090 0.957 0.55709 .255550 

KI 57 0.17 0.70 0.4598 0.13043 

SIZE 57 0.05 0.53 0.1707 0.10365 

ROA 57 5.40 6.27 5.7027 0.17299 

ETR 57 0.19 0.90 0.5321 0.14024 

Sumber: hasil olah data SPSS 25 

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh rata-rata dari variabel penghindaran pajak (Y) pada 

perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2021-2023 sebesar 0,14024 dan nilai standar 

deviasi sebesar 0,14024 yang artinya bahwa nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar 

deviasinya. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat penyebaran data variabel memiliki variasi 

secara homogen.  

Nilai rata-rata dari variabel independen ESG pada perusahaan BUMN yang terdaftar di 
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BEI periode 2021-2023 yaitu sebesar 0,55709 dengan nilai pada standar deviasi yaitu sebesar 

0,255550 (0,55709 > 0,255550). Artinya, tingkat penyebaran tidak terlalu jauh dari nilai rata-

rata, sehingga data cenderung homogen. Dan pada variabel komisaris independen perusahaan 

BUMN yang terdaftar di BEI periode 2021-2023 nilai rata-rata sebesar 0,4598 dan nilai pada 

standar deviasi sebesar 0,13043 (0,4598 > 0,13043). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat 

penyebaran variabel memiliki variasi secara homogen. 

Sementara pada variabel kontrol ukuran perusahaan nilai rata-rata pada periode 2021-

2023 yaitu sebesar 5,7027 dengan standar deviasi sebesar 0,1729 (5,7027 > 0,17299). Artinya, 

tingkat penyebaran tidak terlalu jauh dari nilai rata-rata sehingga data cendrung homogen. Dan 

variabel kontrol profitabilitas nilai rata-rata pada periode 2021-2023 yaitu sebesar 0,1707 dan 

nilai standar deviasi sebesar 0,10365 (0,1707 < 0,10365). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat 

penyebaran data pada variabel ini cendrung homogen.  

Uji Asumsi Klasik  

1. Uji Normalitas 

Tabel 5.  

Hasil Uji Normalitas 

Uji 
Nilai Sig. 

Normalitas 
Ketentuan Keterangan 

Kolmogrov-Smirnov 0,053 Lebih dari 0,05 Terdistribusi Normal 

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25 

Berdasarkan hasil uji Kolmogrov-Smirnov pada tabel diatas, nilai asymp. Sig. (2-tailed) 

menunjukkan angka sebesar 0,053 yang lebih besar dari 0,050 maka dapat disimpulkan bahwa 

data yang digunakan berdistribusi normal. 

2. Uji Multikolinearitas 

Tabel 6.  

Hasil Uji Multikolinearitas  

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

ESG .912 1.096 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

KI .942 1.062 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

SIZE .950 1.052 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

ROA .913 1.096 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25 

3. Uji Autokorelasi  
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Tabel 7. 

Hasil Uji Autokorelasi 

Uji 
Nilai Sig. 

Normalitas 
Ketentuan Keterangan 

Breusch-Godfrey 

(LM test) 
0,254 Lebih dari 0,05 

Tidak terjadi 

autokorelasi 

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25 

Berdasarkan hasil uji Breusch-Godfrey (LM test) diperoleh nilai sig. 0,254 (0,254 > 

0,05). Sehingga, dapaat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini terbebas dari 

autokorelasi. 

4. Uji Heteroskedastisitas  

Gambar 2. 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25 

Dari hasil grafik yang menggambarkan titik-titik tersebar disekar nol pada sumbu 

vertikal dan terlihat acak, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung 

heteroskedastisitas atau bersifat homogen. 

Uji Hipotesis 

1. Analisis Regresi Berganda 

Tabel 8.  

Hasil Uji Analisis Regresi Berganda  

Variabel  t P-Value 

(Constant) 1.757 3.244 0.002 
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ESG -0.010 -0.147 0.884 

KI -0.377 -2.940 0.005 

SIZE -0.168 -1.748 0.086 

ROA -0.509 -3.105 0.003 

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25  

Persamaan regresi linear berganda yang diperoleh, sebagai berikut: 

ETR = 1.757 – 0.010 – 0.377 – 0.168 – 0.509 + e  

1. Nilai konstanta yang diperoleh adalah 1,757 sehingga, jika variabel independen (ESG, 

komisaris independen, ukuran perusahaan, dan profitabilitas) bernilai 0 (konstan) maka 

variabel dependen (penghindaran pajak) bernilai 1,757. 

2. Nilai koefisien regresi ESG bernilai -0,010 sehingga, jika ESG meningkat sebesar satu 

satuan maka ETR akan menurun sebesar -0,010 dan begitu juga sebaliknya. 

3. Nilai koefisien regresi KI bernilai -0,377 sehingga, jika KI meningkat sebesar satu satuan 

maka ETR akan menurun sebesar -0,377 dan begitu juga sebaliknya. 

4. Nilai koefisien regresi SIZE bernilai -0,168 sehingga, jika SIZE meningkat sebesar satu 

satuan maka ETR akan menurun sebesar -0,168 dan begitu juga sebaliknya. 

5. Nilai koefisien regresi ROA bernilai -0,509 bahwa, jika ROA meningkat sebesar satu satuan 

maka ETR akan menurun sebesar -0,509 dan begitu juga sebaliknya.  

2. Uji Simultan (Uji F) 

Tabel 9. 

Hasil Uji F 

Uji F Sig. Keterangan 

Anova 5.661 0,001 Dianggap layak 

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25 

Nilai F-hitung sebesar 5,661 dan nilai F-tabel 2,550 (5,661 > 2,550). Nilai sig. sebesar 

0,001 (0,001 < 0,05). Maka disimpulkan bahwa, model regresi dari uji simultan (uji F) dianggap 

layak dan dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel independen  terhadap variabel 

dependen. 

3. Uji Signifikan Parsial (Uji T) 

Tabel 10. 

Hasil Uji T 

Variabel t Sig. Keterangan 
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(Constant) 3.244 0,002  

ESG -0.147 0.884 Ditolak 

KI -2.940 0.005 Diterima 

SIZE -1.748 0.086 Ditolak 

ROA -3.105 0.003 Diterima 

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25 

Pada uji T dapat dilihat pada nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka variabel bebas 

berpengaruh terhadap variabel terikat atau hipotesis diterima. Pada variabel ESG, nilai sig. 

sebesar 0,884 (0,884 > 0,05) maka dapat disimpulkan bahwa, ESG tidak berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak atau hipotesis ditolak. Sedangkan komisaris independen memiliki nilai sig. 

sebesar 0,005 (0,005 < 0,05) sehingga komisaris independen dinyatakan berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak atau hipotesis diterima. 

4. Koefisien Determinasi  

Tabel 11. 

Hasil Uji Koefisien Detereminasi 
Variabel Adjusted R Square Persentase 

ETR 0.250 25,0% 

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25 

Nilai koefisien determinasi dapat dilihat pada adjusted r square (R2) yaitu sebesar 0,250 

ata 25%. Artinya, variabel penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh ESG, komisaris 

independen, ukuran perusahaan, dan profitabilitas sebesar 25%. Sedangkan sisanya yaitu, 75% 

dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Hasil Analisis Utama 

Environmental, Social, and Governance dan Penghindaran Pajak 

Hipotesis pertama (H1) yang diajukan dalam penelitian ini menyatakan bahwa ESG tidak 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil ini mengindikasikan bahwa, tinggi atau 

rendahnya skor ESG suatu perusahaan BUMN tidak menjadi faktor utama penentu terjadinya 

penghindaran pajak. Hasil peneltian ini sejalan dengan penelitian Ramadhan dan Wadi, (2024) 

dan Anggraini dan Wahyudi, (2022) yang mengungkapkan bahwa ESG tidak berpengaruh 

terhadap penghindaran pajak. Artinya, tidak terdapat cukup bukti secara statistik bahwa ESG 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini mungkin dapat terjadi dikarenakan oleh 

kompleksitas faktor yang mempengaruhi keputusan penghindaran pajak yang mungkin tidak 
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sepenuhnya dapat ditangkap oleh indikator-indikator ESG.  

Komisaris Independen dan Penghindaran Pajak 

Hipotesis kedua (H2) yang diajukan dalam penelitian ini menyatakan bahwa komisaris 

independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga H2 diterima. Hal ini 

menunjukkan bahwa, proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris berperan dalam 

mempengaruhi keputusan dan kebijakan perusahaan terkait praktik penghindaran pajak. Hasil 

penelitian ini pula sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari et al., (2021) dan 

Michael dan Widjaja (2024), yang mengungkapkan bahwa komisaris independen berpengaruh 

terhadap penghindaran pajak. Hal ini juga memperlihatkan bahwa dengan semakin tinggi 

proporsi dewan komisaris independen, maka semakin kuat pula pengawasan yang mereka 

lakukan sehingga berhaasil menekan praktik penghindaran pajak. 

 

SIMPULAN 

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh Environmental, 

Social, and Governance (ESG) dan komisaris independen terhadap penghindaran pajak pada 

perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023. Pada penelitian 

ini ditemukan hasil bahwa ESG tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak namun 

komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.  

Implikasi pada hasil penelitian ini secara teoritis adalah bahwa ESG lebih berorientasi 

pada legitimassi sosial dan reputasi perusahaan, bukan instrumen finansial untuk efisiensi pajak. 

Dan pada komisaris independen memperlihatkan pentingnya fungsi pengawasan dalam 

menekan prilaku opurtunistik manajemen sehingga, peran komisaris independen bukan sekedar 

formalitas melainkan untuk berkontribusi dalam menciptakan praktik tata kelola yang baik. 

Penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat memperluas populasi perusahaan BUMN 

dengan tidak membatasi hanya perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia saja. Dan 

kemudian untuk dapat memperpanjang periode penelitian dan jika memungkinkan untuk dapat 

menambahkan variabel lainnya agar dapat menghasilkan data yang lebih banyak dengan hasil 

penelitian yang juga akan lebih akurat.  
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